
KATA PENGANTAR 
Drs. Helmizar 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena 

terbitnya buku Kajian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

2014-2016. Buku ini merupakan hasil kerja Pusat Kajian Akuntabilitas 

Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 

sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan unsur pendukung keahlian, 

khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Buku kajian ini 

diharapkan menjadi referensi dan memenuhi kebutuhan Dewan dalam 

mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana 

Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat dari UU MD3. 

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa selama tiga  tahun 

anggaran  (2014-2016),  realisasi  Dana  Transfer  Pusat  ke 

kabupaten/kota  se Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di 

Indonesia. Dilihat dari realisasi penerimaan Transfer Pusat dalam bentuk 

Dana Alokasi Khusus (DAK), nilai realisasi Dana Alokasi Khusus 

(DAK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2016 ini. 

Melihat kondisi tersebut, maka penting untuk mengkaji dinamika 

pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kab/kota di Provinsi Jawa 

Timur sejak Tahun Anggaran 2014 sampai 2015 dan dampak 

perubahan postur Dana Perimbangan terhadap pengelompokan DAK 

menjadi DAK Fisik dan Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2016. 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI digunakan sebagai basis data dalam 

kajian ini dengan pendekatan dan mengelompokkan ke dalam daerah 

pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI serta untuk mempermudah dalam 

fungsi pengawasan DPR RI. 

Kajian ini dilengkapi dengan tampilan yang informatif dalam 

bentuk infografis, yang  mempermudah bagi Anggota Dewan dalam 

melakukan fungsinya, terutama fungsi anggaran dan pengawasan, 

khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK). Buku ini diharapkan 

dapat memberikan informasi sesuai dengan dinamika dan permasalahan 

yang terus berkembang. 

Akhirnya kami ucapkan terimakasih atas terbitnya buku ini dan 

semoga buku ini dapat memberikan manfaat  bagi  kita semua.  Kritik 

dan perbaikan  yang bersifat  konstruktif sangat kami harapkan untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. 

Jakarta,  Februari 2018 

Drs. Helmizar 

NIP. 19640719 199103 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam mekanisme keuangan Pemerintah Daerah, istilah ‘Transfer 

Pemerintah Pusat’ diartikan sebagai bagian pendapatan transfer masuk yang 

diperoleh dari entitas pelaporan lain. Hal ini ditegaskan di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Begitu juga istilah transfer masuk untuk keuangan daerah telah diatur di dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

dan Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 

Sedangkan dilihat dari perspektif mekanisme keuangan Pemerintah 

Pusat, maka penerimaan daerah sebagaimana dimaksud di atas diistilahkan 

menjadi ‘Transfer ke Daerah’ yang didefinisikan sebagai bagian dari belanja 

negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana 

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. 

Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum). 

Adapun tujuan Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan 

fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah 

Daerah (Pasal 3 (2)).  

Terkait dengan pembahasan dalam kajian ini yang difokuskan pada 

dana perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka 

perlu dipahami pengertian dari DAK itu sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun 

2004, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional (Pasal 1 angka 23).  

Secara umum kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dimaknai sebagai landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara 

mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.  

Substansi dari kedua UU tersebut melahirkan istilah pembagian 

kekuasaan (political sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing) 
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait pembagian 

keuangan, setiap daerah memperoleh alokasi dana yang dikelompokkan 

menjadi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Bagi Hasil; 

Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); dan Dana 

Transfer Pusat Lainnya.  

Di sisi lain, paradigma baru dalam melaksanakan otonomi daerah 

memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan 

menentukan arah pembangunan, menggali sumber-sumber penerimaan, 

menetapkan prioritas serta kegiatan masing-masing dengan memperhatikan 

dan mengikuti prinsip-prinsip good governance.  

Dengan kata lain, menurut Lin dan Liu (2000), Mardiasmo (2002) 

dan Wong (2004) dalam Darwanto & Yulia Yustikasari (2007: 10) 

mengungkapkan hasil penelitian yang menyebutkan desentralisasi fiskal 

sebagai bentuk pelaksanaan 

otonomi daerah akan 

memberikan peluang bagi 

daerah untuk mengalokasikan 

pendapatan dan belanja 

daerah secara lebih efisien 

bagi peningkatan beberapa 

indikator utama pelayanan 

publik, diantaranya dibidang 

pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur.  

Oleh karena itu 

menurut Giannoni dalam 

Aditya Wahyu Kusuma et.al. (2014) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal 

prinsipnya bertujuan pada efisiensi sektor publik dalam produksi dan 

distribusi pelayanan, meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan 

menggunakan informasi lokal, meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan 

kemampuan respon terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. 

Namun dalam kenyataannya, menurut Luky Alfirman (2011), proses 

desentralisasi fiskal tidak selalu membawa pengaruh terhadap peningkatan 

indikator pelayanan publik di hampir seluruh daerah di Indonesia. Terdapat 

beberapa daerah yang memang mengalami peningkatan dalam pelayanan 

publik dan sebaliknya, masih terdapat juga beberapa daerah yang mengalami 

hambatan dalam peningkatan layanan publik di daerahnya. 

Sedangkan dalam perspektif akuntabilitas, Kurniatul Mudhofar & 

Afrizal Tahar (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 

Gambar 1. Fungsi dan Tujuan  

Desentralisasi Fiskal 
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Pemda. Sementara variabel ketergantungan pada pemerintah pusat dan 

efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 

Pemda. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini disarankan agar akuntabilitas 

Pemda menjadi lebih baik, maka dorongan untuk menjadi Pemda yang 

mandiri dan berkinerja harus senantiasa dilakukan.  

Melihat pentingnya fungsi dan tujuan dari sumber penerimaan daerah 

yang berasal dari transfer pemerintah pusat bagi pemerataan program 

pembangunan antar daerah, maka diharapkan jalannya pengawasan yang baik 

dan berkala dapat meminimalisir berbagai potensi penyimpangan dan 

penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana tersebut.  

Fungsi pengawasan selain dilakukan oleh Pemerintah selaku pemberi 

dana setiap tahunnya melalui mekanisme pelaksanaan APBN, maka lembaga 

legislatif yang secara jelas-jelas memiliki fungsi penganggaran dan 

pengawasan harus juga memberikan perhatian terhadap penggunaan dana-

dana tersebut. 

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus 

menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan akuntabilitas atas realisasi 

Transfer Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui jenis Alokasi Dana 

Khusus (DAK). Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis dokumen 

yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian diharapkan hasil 

kajian ini dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan anggota 

legislatif dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya, terutama 

didasarkan pada daerah pemilihannya masing-masing. 

Batasan kajian dilakukan dengan pembahasan yang akan difokuskan 

pada hal-hal berikut:  

a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab/Kota se Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2014-2016.

b. Kajian difokuskan pada aspek akuntabilitas Dana Transfer Pemerintah

Pusat yang berbentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Basis pembahasan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi

entitas pemeriksaan BPK yang disusun berdasarkan daerah pemilihan

(dapil) DPR RI yang berjumlah 11 (sebelas) dapil terdiri dari 38

kab/kota.
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